






  

BAB III 

TUNJANGAN  
Pasal 3 

 
(1) Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh 

Tunjangan. 
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan  
b. tunjangan lainnya. 

(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a merupakan tunjangan kedudukan. 
(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

merupakan tunjangan kinerja. 
 

Pasal 4 
 

(1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 

bersumber dari ADD dan/atau bagi hasil pajak Daerah dan/atau bagi 
hasil retribusi Daerah. 

(2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan 
berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD. 

(3) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 
a. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi; 
b. Tunjangan hari raya Nyepi; dan 

c. Tunjangan ketiga belas. 
 

Pasal 5 
 

(1) Tunjangan hari raya Nyepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(3) huruf a dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya 
Nyepi. 

(2) Tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) 
huruf b dibayarkan pada bulan Juli tahun berkenaan. 

(3) Dalam hal Tunjangan hari raya Nyepi, sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 4 ayat (3) huruf a tidak dapat dilakukan pada saat yang telah 

ditentukan, maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya 
dalam setiap tahunnya. 

(4) Dalam hal keuangan Desa tidak memungkinkan untuk menganggarkan 

Tunjangan hari raya Nyepi dan Tunjangan ketiga belas sebagaimana 
dimaksud pada pasal 4 ayat (3) maka Pemerintah Desa tidak 

menganggarkan Tunjangan hari raya Nyepi dan tunjangan ketiga belas. 
 

Pasal 6 
 

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) 

bersumber dari PAD. 
(2) Besarnya PAD yang digunakan untuk Tunjangan kinerja bagi Pimpinan 

dan Anggota BPD paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah 
realisasi penerimaan PAD pada tahun berjalan, yang didalamnya 

termasuk besarnya penerimaan lain yang sah untuk Perbekel dan 
Perangkat Desa. 

(3) Besarnya Tunjangan kedudukan dan Tunjangan kinerja ditetapkan 

dengan Keputusan Perbekel. 
(4) Tunjangan Kinerja bagi Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan kemampuan 
Keuangan Desa. 



  

(5) Format Keputusan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

 
 

BAB IV 
TUNJANGAN KINERJA 

Pasal 7 
 

(1) Tunjangan kinerja bagi Pimpinan dan Anggota BPD diberikan setelah 

memenuhi persyaratan dan target penambahan beban kerja yang 
meliputi: 

a. memenuhi aspirasi terhadap penggalian potensi Desa untuk 
memenuhi peningkatan PAD; 

b. menampung aspirasi peningkatan target potensi untuk perolehan 
PAD; 

c. menyelenggarakan musyawarah untuk merencanakan target 

perolehan PAD; 
d. pembahasan dan penyepakatan target untuk pencapaian PAD;  

e. pelaksanaan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan penggalian 
potensi dan peningkatan PAD; 

f. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penggalian potensi 
dan peningkatan PAD; dan 

g. membuat laporan hasil perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

terhadap peningkatan PAD.  
(2) Rincian penambahan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Walikota ini. 
 

BAB V 

PEMBIAYAAN 
Pasal 8 

 
Pembiayaan Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota BPD dibebankan dari: 

a. APBDesa; dan/atau 
b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 
 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 

81 Tahun 2020 tentang Penerimaan Lainnya Yang Sah Untuk Perbekel, 
Perangkat Desa Dan Tunjangan Lainnya Badan Permusyawaratan Desa 

(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 81) sepanjang mengatur 
mengenai Tunjangan lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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